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BUPATI KEPAHIANG 
PROVINSIBENGKULU 

PERATURAN BUPATI KEPAHIANG 
NOMOR 119 TAHUN 2017 

TENTANG 

PEDOMAN TATA CARA PENDIRIAN, PENGURUSAN,PENGELOLAAN DAN 
PEMBUBARAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUM Desa) 

Menimbang 

Mengingat 

BUPATI KEPAHIANG, 

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri 
Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi 
Norn.or 4 Tahun 2015 tentartg Pendirian, PengUrus, daft 
Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa 
maka perlu dilakukan pengaturan tentang Pedoman 
Pendirian,: Pengurusan, Pengelolaan dan Pembubaran 

. Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Kepahiang; 

b. bahwa . · dalam . rangka meningkatkan . pen,dapatan 
masyatalmt dan aesa setta menUmeun Ieemeanglmn 
ekonomi masyarakat melalui kesempatan berusaha, 
pemberdayaan masyarakat, pengelolaan asset milik desa 
dan masyarakat sesuai kebutuhan dan potensi maka 
dibentuk Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa); 

c. bahwa untuk melaksanakan kepentingan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a dan · huruf b di atas maka perlu 
ditetapkan dalam suatu Peraturan Bupati Kepahiang 
tentang Pedoman Tata Cara Pendirian, Pengurusan, 
Pengelolaan Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa 
(BUM Desa.J. 

L Undang - Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang 
Pemtierttiikan Katiupatert Letiortg dart Katiupatert Kepaliiartg· 
di Provinsi Berigkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 154, Tambahan. Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4349); 

2, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Peririioartgart keuartgart arttara Pemenrttali Pusat dart 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 126, Tambahan. Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4438); 

3, Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun -2014 Nomor 
7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5495): . . 
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Menetapkan 
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Pemerirtfalian Daerali (Lemearan Negara Repuelik: Indonesia 
Tahun 2014 Nornor 244, Tarnbahan Lernbaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir, dengan Undang-Undang Nomor 9 
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedu~ atas 
Undang_undang Nornor 23 Tahun 2014 tentang. 
Pernermtahan Daerah (Lernbaran Negara Repubiik Indonesia. 
Tahun 2015 Nornor 58, tarnbahan Lernbaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nornor 5679); 

5, Peraturan Pernerintah Nornor 38 Tahtin 2007 tentru].g 
Pembagian Urusan Pemefintiilian antara Pemenntan, 
Pernerintahan Daerah Provinsi dan Pernerintahan Daerah 
Kabtipaten/Kota (Lernbaran Negara Reptiblik Indonesia 
Tahun 2667 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nornor 4737); 

6. Peraturan Pernerintah Nornor 47 Tahun 2015 tentang 
Perubahan atas Peraturan Pernerintah Nornor 43 tahun 
20i4 tentang peiaksanaan Undang-Undang Nornor 6 Tahun 
2014 tentarig Desa (Lernbaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nornor 157 Tarnbahan Lernbaran Negara 
Repiiclik Indonesia Nam.or 5717}; 

7, Peraturan Menteri Desa; Pernbangunan Daerah Tertiriggal; 
Dan Trartsmigrasi Nomor 4 Ta.nun 2015 tenfartg Pendifiart, 
Pengurus, dan Pengelolaan, dan Pernbubaran Badan Usaha 
Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nornor 296); 

8, Peraturan Daerah Nornor 13 tahun 2016 _tentang 
Pemeentuk:an Susurtan Perartgk:at Daerali Kaelipateii 
Kepahiang (Lernbaran Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 
2016 Nomor 13; 

9. Peraturan Bupati Kepahiang No 25 tahun 2016 tentang 
Susunan Struktur Organisasi Perangkat Daerah (OPD) 
Kabupaten Kepahiang (Berita Daerah Kabupaten Kepahiang 
Tahun 2016 Nornor 25). 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN BUPATI KEPAHIANG TENTANG PEDOMAN TATA 
CARA PENDIRIAN, PENGURUSAN, PENGELOLAAN DAN 
PEMBUBARAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUM Desa) 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasai 1 

Dalarn Peraturan ini yang dirnaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Kepahiang; 

2. Pernerintah Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan Pernerintahan 
yang dilaksanakan oleh Pernerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan 



'J (,' ' ' 

) 

r-' b'·- ·.i 'L!:1!' t< ··, ( ~ j L,:-t' 1 · .. JJ 

r-:C.L;_~:,,·.;.1 :\/Z r1V~f'lfl 
;··\:.'U J 

!) ·/ :,l 

,, , . /; (H: J.."1.'' C/;r !.'•:' r·:•1:.;:Jt") '1C1J i-,,_;,!,··f}li 1Ji' 

('p .. r:.:t.u1(\·,21 tl-t •:_r.r:~n D J'.·:.:rr-' 1.CbIJ) 

li::' J; ..... ·: ·' r · \· '' · · 
i;~it.r·iF 

J;( 11l10:. ·)ri(~•!: 

:11) 1 ( i_)r, .. ·H :}='~Cl it' 1! ;t1r~ 

fr ,_'-~(l'J'::· fl'.•17 ;,f'.JJ;{( ;qp_•:~ 

I ,·.f' 

;,_ 

!-)~i-,npr!J<: pjc.;<inr·.<~:·J ,··-n1•q:_:,. \ l ,\( 

•!''' 
; i : ') j • ' I ' I-' l "J l J ' 

r ' ' • I 7 1 •• / , ' ) 
' J ' • 

l ,r.li(!~LJt":f1) 

., ~-()--:··~l I 
- l l < -' 1

1 

_i,:jJ,: •. ·.:.J)J'.} ~-10LJU,. j'_-'.~ ,J.;!JJp:.q;;u.J ]'i...l.,}j:<~1:.~-fiJ Vi;,;·•,. 

111 1 t r .. ,u,~rh\ 1),.r,1:, f1T:i..Ji--1(,1.:·ir; ~~c{H-,L~i ?<t •·~nop;-~ I1.1qr,uc;.-:F·: 
-~{} 1~~ iCl.ii:'iU< Iy,1·:q .. :;~uutr,rr1 f1llCl\·.ffH:"-rr01pd1rt VOI.UlH. (J ,L8ViHJ 

1-,";lfi_.J~•PGJJ .·ip.:·t~ J:.f.!.,..--:J,!l.:Jd L/'· 1.•r.1 l;J(,; j: i/;OUJ{.H '1'1 ~crprn 
\.J· j/ 1:;r1:LfjlJ I 

' - ~j.~·;pJilJ <c;.' r· r -- i ,_;I) J • ,r ...... ~.dl•h 

_,. 

15<,J,npJ'.;· !!P! ,.,rL:-:!'1 v,onv;1 ·➔ -~:.;li'. 

!,'-i], Ii J ~{){\ \ l,1()/:Jr ·1._ ; • .-;:·) .J I• ; I• jJ'-l 

;,._ 1\i Jr .:r:.11\f'·H:~; (1·.~.f!iJ ,1.q:1 _r;,,;;.,v , :.rJt•U:• i;_•quuc:::-.~: 
I • f' . ;~)·-.,!)•! f;!{CfJl';L 1 J_)f'\.·.q; 

t· ' ( I ;..>•-i I h' I·...; ' '' r ': :·;u • : •_1 l !-J ! ' 1 .,.,. I J{ .. i_tf '. 
1 

d 
1

1 

I ,, ',, .•·, ,;_! !; _/',l-}l 11J,, ,:;.; ,j~.,)1'1J .-,, .. 

n(- )t ~. 1. ' I 

,)('i i 2 
:-:'··/ i<"· . .u_r:~fJ:J' q,~1rh\.·u Cll. 

!If !,~1rc;.;..•!'"f :.•liilfJ"'! ·_Vi'.,;~_)~)~.: (l;j!:)'!tJ ,. 
1·':')!.lJO!... Ji·, ,\ i 11!pU\.··::.!"ll !·11U:.Tf'Sll.)~Jj ~•jCf 

~{ l!1r I •~'f'ifJ'; f}'.t,i..r;·•: (rr~1r \,' ,·,jt r,1,J~tI_.·I I.)' b.-'PJ:l~ l!.1f!•~!!( r··i·,-t 
r "::;,~,r,~ 1-. r·•; l l '; ; CJ l , ( ' 

'' .l. 
, r .. 1 r ·, : 1 r -· 



~i::l..KYi::I.L fti::1.UU.l-'i::I.LCH :scoui::U UC::Hbi::Ul lUllbOl Ui::Ul Ac;:wc;:ua.J.lO,a.J.JJJYct. Juct.oJuo,­

masmg; 

3, Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah 
Kaoupaten ada.Iali -iliislli pertyelenggata Pemerintalian Kaotipaten yang 
terdiri atas Bupati dan Perangkat Kabupaten; 

4. Bupati adalah Bupati Kepahiang; 

5, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerali Kaotipaten Kepaliiang; 

6, Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kepahiang; 

7. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah 
Organisasi Perangkat Daerah di lingkungart Pemerintah Kabupaten 
Kepahiang; 

8, Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah; 

9. Camat adalah perangkat Daerah Kabupaten Kepahiang di wilayah kerjanya; 

10. Desa adalah Kesatuan masyarakat Hukum yang memiliki batas-batas 
Wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan 
masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat 
yang diairui dan dihormati daiam sistem pemerintahan Negara Kesatuan 
Republik Indonesia; 

11. Kepala Desa adalah pimpinan penyelenggaraan pemerintahan Desa; 

12, Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh 
pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan 
mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dan dihormati 
dalam sistem Pemerlntahan Negara Kesatuan Republik Indonesia; 

13. Pemerintahan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala 
( . Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah Desa; 
"' / 

14. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan 
oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan 
Permusyawaratan Desa; 

15. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah 
iembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dan penyeienggaraan 
pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa; 

16. Kekayaan Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli 
Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Desa atau perolehan hak lainnya yang sah; 

17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) adalah anggaran 
perafuran. Desa yang memuar sumoer-stimoer penefimaan. dan. alol<asi 
pengeluaraan Desa dalam kurun waktu satu tahun. 

18, Klasifikasi jenis usaha IilUM Desa yakni Serving (Pelayanan Umum), Renting 
(Penyewaan), Btciketi.ng (Perantara), Trading (Berdagang, Finandai iJuslness 
(Bisnis Keuangan) dan Holding (Usaha Bersama). 
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Usalia fang seliliilli a.mu sebagia.n besat modalnfa diiiiiloo oleli Desa 
melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang 
dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk 
sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa; 

20, Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga yang selanjut disingkat AD / 
ART adalali at-utan tertillis orga.nisasi fang dibuat da.n disepak"afi oersa.ma 
oleh seluruh anggota yang berfungsi sebagai pedoman organisasi dan 
mengambil kebijakan serta menjalankan aktivitas dalam r@gka mencapai 
tujuan yang telah ditetapkan bersama; 

21: Penyertaan Modal Pemerintah Desa adalah pengalihan kekayaan yang tidak 
dipisalika.ii meiijadi kekayaa.ii ya.rig dipisalika.ii tiiituk diperhitiiiigka.ii 
sebagai modal atau saham Desa pada Badan Usaha Milik Desa. 

BAB II 
MAKSUD, TUJUAN, SASARAN DAN ASAS 

Bagian Kesatu 
Maksud 

Pasal 2 

Mak~ud ~ibentuknya BUM Des!!- adalaJ:i menampung seluruh kegi?-tru.i 
perekonomian yang ditujukan untuk pening1catan pendapatan masyarakat oaik 
kegiatan perekonomian yang berkembang menurut adat istiadat dan budaya 
maayarakat setempat, maupun kegiatan perekonomian yang diserahkan untuk 
dikelola oleh masyarakat melalui program pemerintah pusat dan pemerintah 
daerah. 

Bagian Kedua 
Tajuan 

Pasal3 

Tujuan Pembentukan BUM Desa antara lain : 

a. Meningkatkan pendapatan asli Desa dalam rangka 
kemampuan pemerintah Desa dalam penyelenggaraan 
pembangunan dan pelayanan masyarakat; 

meningkatkan 
pemerintahan, 

b, Mengembangkan potensi peri:konomian di 'YiJ.ayah_ perdesaan_ Uf!tuk 
mendorong pengembangan dan kemampuan perekonomian masyarakat desa 
secara keseluruhan; 

c. Mendorong berkembangnya usaha mikro sektor informal untuk penyerapan 
tenaga kerja bagi masyarakat di Desa yang terbebas dari pengaruh rentenir; 

d. Menciptakan lapangan kerja dan peluang usaha; 

e. Mengem_1?angkEU1_ pote!]-si sumber daya alam_ yang dimiliki oleh Desa d?-n 
memcerikan nilai ramcan serta mengeml%ing1<:an rencana kef:iasama usana 
an tar Desa dan/ atau dengan pihak ketiga. 
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Sasaran 

Pasal 4 

Pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui BUM Desa mempunyai sasaran : 

a. Terlayaninya masyarakat di Desa dalam mengembangkan usaha produktif; 
dan 

b. 'rersedianya media beragam usaha dalam menunjang perekonomian 
masyarakat Desa sesuai potensi Desa dan kebutuhan masyarakat. 

Bagian Keempat 
ASAS 

Pasal 5 

BUM DESA dikelola berdasarkan azas : 
a) Asas transpafan 

b) Asas akuntabel 

c) Asas partisipasi 

d) Asas berkelanjutan 

e) Asas akseptabel 

f) Asas otonomi 

g) Asas keterpaduan 

h) Asas keswadayaan 

BAB III 
PERAN; STRATEGI DAN PRINSIP DASAR 

Pasal 6 

Peran BUM Desa dalam pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat sebagai 
beriKU:t: 

a; Sebagai sarana perluasan kesempatan kerja dan peningkatan pendapatan 
fa.fa-fa.ta yang disefap oleli usana iiillrro bu1{anlan usana yang oefsifat 
padat modal; dan 

b. Sebagai media pengembangan jiwa kewirausahaan dan potensi usaha mikro 
milik masyarakat Desa yang produktif. 

Pasal 7 

Strategi pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat melalui BUM Desa 
diiaifi,i:ltan dengan ~ 

a; Menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi pengembangan usaha mikro di 
Desa, yang men<':alrup aspek fegulasi dan pef1indungan usana. Dengan 
demikian usaha mikro di Desa diharapkan mampu tumbuh dan 
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b. Menciptakan sistem penjaminan untuk mendukung kegiatan ekonomi 
produktif usaha mikro; 

c. Menyediakan bantuan teknis dan pendampingan secara manejerial guna 
meningkatkan status dan kapasitas usaha; dan 

Menata dan memperkuat lembaga keuangan mikro untuk memperluas 
jangkauan layanan keuangan bagi usaha mikro dan kecil secara cepat, 
tepat, mudah dan sistematis. 

Pasal 
8 

Prinsip Dasar dalam Pembentukan BUM Desa , 

a. Pemberdayaan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat, keterlibatan 
masyarakat da.n tanggungjawab masya.rakat; 

b. Keberagaman usaha masyarakat, keberagaman usaha dimaksud sebagai 
bagian c:iari. unit usaha BUM Desa tanpa mengurangi status keberadaan dan 
kepemilikan usaha ekonomi masyarakat yang sudah ada; 

c. Partisipasi pengelolaan1_ llarus mampu mewujudkan peran aktif masyarakat 
agar senantiasa memiliki dart· ruru:t serta oertartgguiigja.Wao fetliadap 
perkembangan kelangsungan BUM Desa; dan 

d. Demokrasi dalam mengelola didasarkan pada kebutuhan masyarakat dan 
harus diselenggarakan dalam perspektif penyelenggaraan administrasi 
keuangan yang benar. 

BAB IV 
PEMBENTUKAN 

Pasal 9 

(1) Pemerintah Desa dapat mendirikan BUM Desa sesuai dengan kebutuhan 
dart potensi Desa. 

(2) Pembentukan BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan 
dengan Peraturan Desa. 

(3) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya 
memuat: 

a. bentuk organisasi; 

b. kepengurusan; 

c. hak dan kewajiban; 

d. permodalan; 

e. bagi hasil usaha; 

f. keuntungan dan kepailitan; 

g. kerjasama dengan pihak ketiga; 
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i. pembinaan dan pengawasan. 

(4) Pembentukan badan hukum BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) dilaksanakan dengan memperhatikan kesiapan BUM Desa. 

(5) Apabila kesiapan BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum 
memadai, BUM Desa berbentuk lembaga usaha usaha yang dikelola oleh 
Desa. 

(6) Kegiatan BUM Desa harus sesuai dengan tujuan dan tidak bertentangan 
dengan peraturan perundang-unaangan. 

Pasal 10 

(1) BUM Desa dapat terdiri dari unit-unit usaha yang berbadan hukum. 

(2) Unit usaha yang berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dapat berupa lembaga bisnis yang kepemilikan sahamnya berasal dari 
BUM Desa dan masyarakat. 

(3) Dalam hal BUM Desa tidak mempunyai unit-unit usaha yang berbadan 
hiikum, beiitiik organisasi BUM Desa didasarkan pada Peratiiran Desa 
tentang Pendirian BUM Desa, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat 
(2); 

Pasal 11 

BUM Desa dapat membentuk kerjasama unit usaha meliputi , 

a. Perseroan Terbatas sebagai persekutuan modal, dibentuk berdasarkan 
perjanjian, dan melakukan kegiatan usaha dengan modal yang sebagian 
besar dimiliki oleh BUM Desa, sesuai dengan praturan perundang­
undangan tentang Perseroan Terbatas; dan 

b. Lembaga keuangan mikro dengan andil BUM Desa sebesar 60 (enam puluh) 
~- persen, sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang lembaga 

keuangan mikro. · 

Pasal 12 

(1) Syarat pembentukan BUM Desa: 

a. atas inisiatif pemerintah desa atau masyarakat berdasarkan 
musyawarah warga desa; 

h. adanya potensi usaha ekonomi masyarakat; 

c. sesuai dengan kebutuhan masyarakat; terutama dalam pemenuhan 
kebtitiiha:ti p6k6k; 

d. tersedianya sumber daya Desa yang belum dimanfaatkan secara optimal; 
terutama kekayaan Desa; 

e. tersedianya sumber daya manusia yang mampu mengelola badan usaha 
sebagai a.set peiiggetak petekoiiomiart masyarakat Desa; 
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1, auanya unn:-unn usana masyaratecu yang merup= Kt:gu:tuu1 t:KunuIIn 
warga masyarakat: yang dik:elola secara parsial dart lrurang 
terakomodasi; dan 

g. untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan pendapatan asli desa. 

(2) Mekanisme pembentukan BUM Desa dilakukan melalui tahap : 

a. rembug Desa/musyawarah untuk menghasilkan kesepakatan; 

b. kesepakatan dituangkan dalam AD/ ART yang sekurang-kurangnya berisi 
organisasi dan tata kerja, penetapan personil, sistem 
pertanggungjawaban, pelaporan, bagihasil dan kepailitan; 

c. pengusulan materi kesepakatan sebagai draf Peraturan Desa; dan 

d. penerbitan Peraturan Desa. 

le3ABV 
ANddARAN DAS.AR DAN ANddARAN RUMAH TANddA 

Pasal 13 

(1) BUM Desa wajib dilengkapi AD/ART. 

(2) AD/ ART adalah aturan tertulis organisasi yang dibuat dan disepakati oleh 
seluruh anggota sebagai pedoman untuk mencapai tujuan bersama. 

(3) AD/ ART bersifat mengikat bagi setiap komponen organisasi clan bersifat 
melindungi kepentingan bersama. 

Pasal 14 

Tata cara penyusunan AD/ART sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 sebagai 
berikut: 

a. Pemerintah desa mengundang masyarakat, lembaga-lembaga masyarakat 
desa dan tokoh masyarakat; 

b. Dibentuk tim perumus (dengan melibatkan golongan miskin/kurang mampu 
dan perempuan daiam tim); 

c. Tim perumus menggali aspirasi dan merumuskan pokok-pokok aturannya 
dalam oen ruk: rancangan; 

d, Pertemuan desa untuk membahas rancangan; 

e. Membuat Berita Acara pengesahan Rancangan menjadi AD/ ART; 

f. Penyusunan dan pembentukan pengelola BUM Desa; dan 

g, Dibuat Berita Acara pembentukan dan pemilihan Pengelola, 
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(1) Anggaran Dasar (AD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 paling sedikit 
memuat: 

a.nama; 

b. tempat keciudukan; 

c. maksud dan tujuan; 

d. kepemilikan modal; 

e. kegiatan usaha; dan 

f, kepengurusan; 

(2) Anggaran Rumah Tangga (ART) sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 
paling sedikit memuat : 

a. hak dan kewajiban pengurus; 

b. masa baktl kepengurusan; 

c. tata cara pembentukan dan pemberhentian pengurus; 

d. penetapan operasional jenis usaha; dan 

e. sumber permodalan. 

6ABVI ---- --- - - - . --
PENGELOLAAN 

Bagian Kesatu 
Organisasi 

Pasal 16 

(1) Organisasi pengelolaan BUM Desa terpisah dari organisasi Pemerintahan 
Desa. 

(2) Organisasi pengelola BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
paling sedikit terdiri dari : 

a. penasehat atau komisaris; 

b. pelaksana operasional atau direksi dan; 

c. pengawas. 

(4) Penasehat atau komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, 
dijabat oleh Kepala Desa. 

(5) Pelaksana operasional atau direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
huruf b, terdiri atas : 

a. direktur atau manajer; dan 
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(6) Apabila dipandang perlu berdasarkan situasi dan kondisi desa atau kondisi 
sosial budaya masyarakat setempat dapat ditunjuk unsur Pengawas 

(7) Pengelolaan BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan 
pada: 

a. Anggaran Dasar; dan 

b. Anggaran Rumah Tangga. 

(8) Struktur Organisasi BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
tercartrum <la.lam Iampirart peratiiran irii. 

Bagian Kedua 
Pengelolaan 

Pasal 17 

Dalam pengelolaan BUM Desa; harus didasarkan pada , 

a. Transparan sehingga dapat diketahui, diikuti, diawasi dan dievaluasi; 

b. Akuntabel dengan mengikuti kaidah akuntansi yang berlaku sehingga dapat 
dipertanggungjawabkan kepada masyarakat; 

c. Warga masyarakat teriibat secara aktif daiam proses perencanaan, 
pelaksanaan, pengawasan dan pengembangan kegiatan usaha; 

d. Berkelanjutan sehingga dapat memberikan hasil dan manfaat kepada 
masyarakat secara berkesinambungan; 

e. Akseptabel berdasarkan kesepakatan antara pelaku dalam masyarakat Desa 
sehingga memperoleh dukungan dari semua pihak; dan 

f. Memberikan keuntungan dalam melaksanakan usaha. 

Bagian Ketiga 
Tugas dan Kewenangan 

Pasal 18 

(1) Pena~ehat atau komisaris sebagaimana dimaksud pada pasal 16 ayat (2) 
liurnf a mempunyai ru.gas : 

a. memberi saran kepada Direksi dan Kepala Unit Usaha dalam 
melaksanakan pengelolaan BUM Desa: 

b, memberikan saran _dan pendapat mengenai masalah yang dianggap 
penting oagi pengelolaan BUM Desa: dan 

c. mengawasi pelaksanaan kegiatan usaha apabila terjadi gejala 
menurunnya kinerja kepengurusan. 
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meiiiptiiiyai kewertartgart : 

_a, meminta penjelasan kepada pelaksana operasional atau direksi 
sebagaimana dimakstid dalam pasal 16 ayat (2) huruf b betwertarig 
meminta penjelasan mengenai segala persoalan yang menyangkut 
pengelolaan usaha desa: dat1 

b. melindungi usaha desa terhadap hal-hal yang dapat merusak 
kelangsungan dan citra BUM Desa. 

Bagian Keempat 
Pelaksana Operasional 

Pasal 19 

(1) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (5) 
adalah orang yang bertanggung Jawab atas kegiatan operasional usaha 
Desa. 

(2) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menduduki 
Jabatannya sesual. bidang dan karakteristlk usahanya. 

(3) Pelaksana Operasional harus memenuhi beberapa kriteria sebagai berikut: 

a) minimal tamatan Sekolah Menengah Atas (SMA) sederajat; 

b) mempunyai jiwa wirausaha; 

c) berkepribadian baik, jujur, adil, cakap dan perhatian terhadap ekonomi 
Desa: 

d) berdomisili dan menetap di Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun; 
dan. 

e) tidak merangkap jabatan sebagai perangkat Desa atau SPD. 

, , (4) Pelaksana Operasional dapat diberhentikan dengan alasan: 

a) meninggal dunia; 

b) telah selesai masa bakti sebagaimana diatur dalam AD, ART; 

c) mengundurkan diri; 

d) tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik sehingga menghambat 
perkembangan kinerja BUM Desa; dan 

e) terlibat kasus pidana dan telah ditetapkan sebagai tersangka. 

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pelaksana Operasional diatur dalam 
ADiAITT. 

Pasal 20 

(1) Togas Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 sebagai 
berikut: 
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berkembang menjadi lembaga yang dapat melayani kebutuhan ekonomi 
warga masyarakat; 

b. mengusahakan agar tetap tercipta pelayanan ekonomi Desa yang adil dan 
merata; 

c. memupuk kerjasama dengan lembaga-lembaga perekonomian lainnya yang 
ada di Desa; dan 

d. menggali dan memanfaatkan potensi ekonomi Desa untuk meningkatkan 
pendapatan asli Desa. 

(2) Kewajiban Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 
ayat 5 sebagai berikut : 

a. membuat rencana anggaran pendapatan belanja BUM Desa; 

b. membuat laporan keuangan bulanan seluruh unit usaha; 

c. membuat progres kegiatan dalam bulan berjalan; 

d. menyampaikan laporan dari seluruh kegiatan usaha kepada Komisaris 
setiap tiga bulan sekali; dan 

e. memberi laporan perkembangan usaha kepada Pemerintah Desa. 

Bagian Kelima 
Pengawas 

Pasal 21 

Pengawas merupakan orang yang mewakili kepentingan masyarakat yang 
dibentuk dengan ketentuan : 

a. BUM Desa dimiliki hanya satu Desa maka pembentukan Pengawas dilakukan 
( dengan Kepu:tusan Desa yang bersangkuran; dan 
' '-. , 

b. BUM Desa dimiliki lebih dari satu Desa pembentukan Badan Pengawas 
diiairukan dengan Kepu:tusan Bersama anw Desa. 

Pasal 22 

(1) Susunan Pengawas terdiri atas: 

a. satu orang ketua merangkap anggota; 

b. satu orang wakil ketua merangkap anggotai 

c. satu orang sekretaris merangkap anggota; dan 

d. 2 (dua) orang anggota. 

(2) Jumlah Pengawas keseluruhannya harus ganjiL 

(3) Anggota Pengawas terdiri dari BPD dan tokoh masyarakat 

(4) Pengawas mengadakan rapat umum sekurang-kurangnya 1 (satu) sekali 
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@rierja BUM Desa. 

(5) Masa bakti pengawas maksimal 5 (lima) tahun dan diatur dalain Anggaran 
Dasai dari Ariggai'ari Rtimali Taii.gga BUM Desa. 

Hak ElJM Desa adalah , 

Bagian Keena,m 
Hak: dan Kewajman 

Pasal 23 

a. Mendapatkan perlindungan secara hukum dari Pemerintah Desa; 

b. Menggali potensi Desa terutama potensi yang berasal dari kekayaan milik 
desa; 

c. Melakukan pinjainan dalain rangka peningkatan permodalan; 

d. Mendapatkan bagian dari hasil usaha ElJM Desa; 

e. Mengembangkan jenis usaha BUM Desa; 

f. Melaksanakan kerjasaina dengan pihak ketiga; 

g, Membei:ikan masukan )ccepada Pemerintah Desa dalain rangka 
pengembangan BUM Desai dan 

h. Mendapatkan bimbingan dalain bidang manajemen perusahaan dan dalain 
bldang teirnls pengeioia usaha. 

Pasal 24 
Kewajltan BUM Desa adaiah : 

a. Mengakomodasi dan mendorong peningkatan kegiatan unit-unit usaha 
( - , masyarakat yang merupakan kegiatan ekonomi masyarakat.; 
\~ / 

b, Memberikan kontribusi kepada Desa; dan 

c. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa. 

BAB VII 
ADMINISTRASI 

Pasal 25 

(1) Fungsi administrasi BUM Desa adalah: 

a. alat un~ ffi<;'l_ngetahui keadaan harta kekayaan lembaga setiap saat 
terniasuk kondisi keuangani 

b. alat kontro_l _ bagi kompo_nen _ kelembagaan (anggo~, pengelola_ dan 
pengawas) dalam menjalankan kegiatan tian pengentialian organisasi; 

c, alat monitoring dan evaluasi bagi lembaga untuk menyusun rencana 
Icerjai dari 



(2) Kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal 
harus tersedia adalah : 

a. buku daftar anggota; 

b. buku kegiatan; clan 

c. buku lainnya. 

Pasal 26 

(1) Buku kegiatan pengelolaan BUM Desa_ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
25 ayat (2) lturuf a, minimal terdifi dan : 

a. buku kas umum; 

b. buku kas harian; 

c. buku bank; 

d. neraca; 

e. laporan rugi laba; 

f. laporan arus kas. 

(2) Hal pokok yang perlu . diperhatikan dalam administrasi sebagaimana 
dima.Ksud pada ayaf ( 1 J ada.Iali i 

a. perlunya disusun pelaksana. organisasi yang sifatnya sebagai pengelola 
-lliitill< mengliindannya terjadiiiya pemusaran k:ewenangan; 

b, direksi sebagai pelaksana; maka fung!li . pengelola BUM Desa untuk 
menjalank:an erganisasi li.arus meriiil!.Ki staiidar k'emampuan dan 
keterampilan tertentu; 

c. perlu disusun adanya Job desk/ diskripsi tanggungjawab dan wewenang 
pada masing-masing lini organisasi, sebagai panduan kerja; 

cl. kerjasama clengan pihak ke-3 oleh pengeioia harus clengan konsuitasi clan 
persetujuan dengan komisaris BUM Desa; 

e. dalam kegiatan harian maka pengelola harus mengacu pada tatanan 
a~~ _y~g_ ~'!_dab disepaka!J bers~a. sebag~~a _y_~g_!ertuang dalam 
AD/ ART BUM Desa, serta pti.fisip-pti.fisip tata kelola BUM Desa; 

f. :ee~gelol~ h~s_transparan{terb~a sehingga ada me~anis~e eheek and 
balance oaik oleh pemerintahan desa maupun masyarakat, dan 

g, perlu disusun rencana-rencana pengembangan usaha, 
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JENIS USAHA, PERMODALAN DAN KEPAILITAN 

Bagian Kesatu 
J eriis u salia 

Pasal 27 

(1) Jenis-jenis usaha meliputi: 

a) pelayanan umum (serving) terdiri dari: 
air minum Desa, usaha listrik Desa, lumbung pangan, sumber daya local, 
TTG dan jenis pelayanan umum lainnya; 

b) penyewaan (renting), terdiri dari: 
alat transporlasi, perkakas pesta, gedung perlemuan, rumah toko, tanah 
milik BUM Desa,barang sewaan. 

c) perantara (brokering); terdiri dari: 
jasa periibayaran Iistrik, pa.sat Desa dan jasa pelayanari Iaiririya. 

d) berdagang (trading); terdiri dari: 
hasil pertanian, Sarana prasarana produksi pertanian, dan kegiatan 
usaha produktif lainnya. 

e) bisnis keuangan (financial business), terdiri dari: 
memberikan akses kredit dan peminjaman yang mudah diakses oleh 
masyarakat Desa. 

f) usaha bersama (holding). terdiri dari : 
Desa wisata yang mengorganisir rangkaian jenis usaha dari kelompok 
masyarakat dan kegiatan usaha bersama yang mengkonsolidasika jenis 
usaha lainnya, 

g) kegiatan usaha lainnya yang disesuaikan dengan karakteristik dan 
potensi Desa yang bersangkutan. 

, ) (2) Jenis-jenis usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan 
sesuai dengan kebutuhan dan potensi Desa. 

Bagian Kedua 
Modal BUM Desa 

Pasal 28 

(1) Modal awal BUM Desa bersumber dari APBDesa, 

(2) Modal BUM Desa terdiri atas: 

a) penyertaan modal Desa; dan 

b) penyertaan modal masyarakat Desa. 

Pasal 29 

(1) Penyertaan modal Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) 
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a. hibah dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan 
dan/atau lembaga donor yang disalurkan melalui mekanisme APBDes; 

b. bantuan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah 
Daerah Kabupaten/Kota yang disalurkan melalui mekanisme APBDes; 

c. kerjasama usaha dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi 
kemasyarakatan dan/ atau lembaga donor yang dipastikan sebagai 
kekayaan koiektlr Desa dan disah.itkan meiah.ti mekanism.e APBDes; 

d. aset Desa yang diserahkan kepada APSDes sesuai dengan ketentuan 
perati.i¥an perundang-undangan tefitang Aset Desa. 

(2) Penyertaan modal masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 
ayat (2) huruf b berasai dar-i tabungan masyarakat dan atau simpanan 
masyarakat. 

Bagian Ketiga 
Kepailitan BUM Desa 

Pasal 30 

(1) Kerugian yang dialami BUM Desa menjadi beban BUM Desa; 

(2) Dalam hal BUM Desa tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan 
kekayaan yang dimiHkinya, dinyatakan rugl meiaiui musyawarah desa, clan 

(3) Unit usaha milik SUM Desa yang tidak dapat menutupi kerugian dengan 
aset clan kekayaannya, dinyatakan paiih sesuai dengan ketefituan pefatufan 
perundang-undangan mengenai kepailitan. 

BAB IX 
KERJA SAMA BUM DESA ANTAR DESA 

Pasal 31 

(1) BUM Desa dapat melakukan kerja sama antar 2 (dua) SUM Desa atau lebih; 

(2) Kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih dapat dilakukan dalam satu 
Kecamatan atau antar Kecamatan dalam satu Kabupaten dalarn Propinsi; 

(3) Kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih harus mendapatkan 
persetujuan masing-masing Pemerintah Desa meiaiui Peraturan Bersama 
Kepala Desa (permakades); · 

(4) Kerjas!Ulla_ antar 2 (dua) SUM Desa atau lebih dibuat dalam naskah 
peijanjian l<eijasama; 

(5) Naskah perjanjian kerjasama antar 2 BUM Desa atau lebih paling sedikit 
memuat.: 

a) subyek kerjasama; 

b) obyek kerja sama; 

c) jangka waktu; 
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e) pendanaan; 

f) keadaan memaksa; dan 

g) pengalihan aset dan penyelesaian perselisihan; 

Pasal 32 

(1) Naskah perjanjian kerjasama antar 2 BUM Desa atau lebih ditetapkan oleh 
pelaksana operasional dari ma.sing-ma.sing BUM Desa yang bekef.ja sama: 

(2) Kegiatan kerjasama antar 2 BUM Desa atau lebih dipertanggungjawabkan 
kepada Kepala Desa masing-masing sebagai pemilik BUM Desa; 

(3) Dalam hal kegiatan kerjasama unit usaha BUM Desa yang berbadan hukum 
diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang,=undangan tentang 
perseroan terbatas dan lembaga keuangan mikro. 

Pasal 33 

Persyaratan kerjasama BUM Desa antar Desa sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 31 harus diawali seleksi bidang usaha secara cermat yang dilakukan 
dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

a. membuka kemungkinan terbentuknya komitmen; 

b. melibatkan anggota kelompok untuk penyusunan tujuan dan standar; 

c. mengajari teknik-teknik pemecahan masalah; 

d. mengembangkan suasana komunikasi yang terbuka agar terjadi komunikasi 
antar anggota; 

,-, e. id€ntifikasi bidang yang saling tergantung; 

f. mengusahakan jalur komunikasi tetap terbuka dan tanggungjawab; dan 

g. menjaga keterbukaan diantara anggota. 

Pasal 34 

(1) Kerjasama BUM Desa antar Desa sebagaimana dimaksud dimaksud dalam 
Pasal 31 dapat dilakukan bersama antara Desa yang mengandung unsur 
timoal balik salirig merigurittirigkan dalam periyeleriggaraan perigemoarigari 
usaha BUMDes. 

(2) K~rjasama . antara. Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dapat 
d.ila.lrul(an d.erigan benfiiK sebagai berlklit : 

a. kerjasama antara Desa dalam 1 (satu) Kecamatan; 

b. kerjasama antar Desa lintas Kecamatan dalam 1 (satu) Kabupaten; dan 

c. kerjasama antara Desa lintas Kabupaten dalam 1 (satu) Provinsi, Desa. 
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Pasal 35 

(1) Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) ditetapkan 
denga.n Keputusa.n Betsama. 

(2) Keputusan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1); paling sedikit 
memuat : 

a. ruang lingkup bidang yang dikerjasamakani 

b. tata cara dan ketentuan pelaksanaan kerjasama; 

c. pembiayaan; 

d. jangka waktu pelaksanaan kerjasamai 

e. pembagian keuntungan dan kerugian; 

f. pembinaan dan pengawasan; 

g. ketentuan lain yang dianggap perlu; dan 

h. penyelesaian perselisihan. 

Pasal 36 

(1) Dalam mewujudkan keberhasilan usaha Desa; kerjasama/kemitraan antara . . . .. . . . . 

pelalill usa.lia dengan warga Desa sa.ngat dipeflillmii dalam pengemBangari 
jenis usaha Desa untuk meningkatkan kapasitas produksi usaha. 

(2) Kerjasama/kemitraan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) halus 
memperhatikan hal-hal sebagaiberikut : 

a. pemahaman tentang manfaat kerjasama; 

b. perencanaan kerjasama usaha; 

c. persyaratan dalam melakukan kemitraan usaha; dan 

d. bentuk kemitraan usaha. 

BABX 
TAHUN BUKU DAN BAGI HASIL 

Pasal 37 

Tahun Buku dan Tahun Anggaran BUM Desa adalah menggunakan sistem 
kalender yaitu dimulai tanggal 1 Januari dan berakhir sampai 31 Desember. 

Pasal 38 

(1) Bagi hasil usaha BUM Desa setiap tahun, dipergunakan untuk penambahan 
modal, kas Desa, dana pendidikan pengurus, bonus pengurus, dana sosial 
dan kegiatan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 
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diriiak"sud pada ayat: (1), diarur deiigan Peraruran Desa oerpedoriian pada 
peraturan perundang-undangan. 

(3) Kontribusi BUM Desa kepada Desa disesuaikan dengan kemampuan 
keuangan BUM Desa. 

BAB XI 
PERTANGGUNGJAWABAN 

Pasal 39 

(1) Pengurus BUM Desa bertanggungjawab kepada Kepala Desa. 

(2) Pertanggungjawaban Pengurus BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), diatur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sebagai berikut : 

a. setlap akhir tahun anggaran, Pengurus BUM Desa waJib menyusun 
laporan pertanggungjawaban untuk disampaikan dalam musyawarah 
Desa serta seluruh kelengkapan organisasi BUM Desa; 

b, laporan pertanggungjawaban memuat : 

l. laporan kinerja Pengurus BUM Desa selama 1 (satu) tahun; 

2. kinerja usaha yang menyakut realisasi kegiatan usaha, upaya 
pengembangan, dan indikator keberhasilan; 

3. laporan keuangan termasuk rencana pembagian laba usaha; dan 

4. rencana-rencana pengembangan usaha yang belum terealisasi. 

c. pertanggungjawaban dilakukan sebagai bahan untuk evaluasi tahunan 
serta pengembangan usaha ke depan. 

(3) Mekanisme dan tata tertib pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) diatur daiam AD/ ART. 

BAB XII 
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

Pasal 40 

(1) Bupati melakukan Pembinaan dan Pengawasan terhadap penyelenggaraan 
kegiatan BUM Desa. 

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa fasilitasi dengan 
memberikan pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan. 

(3) Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); 
Btipafi dapat: meliriipalik:an k:eweiiangan k:epada Kepala Diiias Sosial 
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepahiang. 

(4) Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten 
Kepahiang sebagaimana pada ayat (3) berkewajiban melaporkan pelaksanaan 



Pasal 41 

(1) Pengawas internal yang_ dibentuk melalui musyawarah Desa melakukan 
pengawasan atas pengelolaan BUM Desa. 

(2) Inspektorat Kabupaten Kepahiang melakukan pengawasan atas pengelolaan 
BUM Desa. 

BAB XIII ---------- - -- ----------
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 42 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, agar setiap 
orang mengetahuiti.ya, memerintahkan pengurtdangan Peraturan Bupati ini 
dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepahiang. 

DitetaJ::!kan di Kepahiang 
Pada Tanggai 1-o ~11.br11~i-'., 2017 

~ BUPATI KEPAHIANG, /--

~' . -- ' 
,~ -

/t/HIDAYATTULLAH SJAHID 1 
angkan di Kepahiang 
·-·ggai u, Fc.bru?-.,.; 26i 7. 

ARIS DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG, 

ZAMZAMI ZUBIR 

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG TAHUN czfil1- NOMOR: i'i} 
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